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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang 

menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang 

berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

ini melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

Sebagai amanat konstitusi, penyelenggaraan Pemilihan Umum 

dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri. Sifat nasional menggambarkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab 

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga 

yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa 

jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun. 

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden 

dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota. Keberadaan Lembaga KPU 

beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dalam 

menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali berkewajiban melaksanakan 

pendidikan pemilih dan sosialisasi penylenggaraan Pemilu dalam rangka untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Dalam pelaksanaan 

fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 



 
 

2 | L a p o r a n  K i n e r j a  K P U  K o t a  S a w a h l u n t o  T a h u n  2 0 2 2  
 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 

menyatakan setiap kementerian/lembaga dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD 

melalui penyusunan dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain 

Perpres tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Ulasan atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan dasar rujukan. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan, 

akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menyusun Laporan 

Kinerja. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja 

KPU Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2022 yang didasarkan kepada penetapan 

kinerja tahun 2022 yang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan 

keberhasilan pencapaian kinerja dalam satu tahun serta analisis terhadap 

capaian tersebut yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan untuk masa yang akan datang. 

B. Landasan Hukum 

Penyusunan Laporan ini di dasarkan atas : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 



 
 

3 | L a p o r a n  K i n e r j a  K P U  K o t a  S a w a h l u n t o  T a h u n  2 0 2 2  
 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan 

Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ 

Lembaga Tahun 2020-2024; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-

Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan 

Pelaporan kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/ 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 

2020-2024. 
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C. Gambaran Organisasi 

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Komisi 

Pemilihan Umum yang bersifat tetap, dan mandiri sebagai penyelenggara 

sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

 

Gambar 1.1 
Hubungan Organisasi KPU 

 

 

 

 

 

  

 

Kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto didasarkan kepada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kedudukan 

Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

berkedudukan di pusat pemerintahan Kota. Lebih lanjut kedudukan KPU 

Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan   KPU Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
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yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan 

Kota. 

2. Tugas dan Wewenang 

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU 

Kabupaten/Kota meliputi : 

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas: 

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan 

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; 

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir 

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

PPK; 

7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 

8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai 

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 

9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; 

10) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 
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masyarakat; 

11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; 

12) Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang: 

1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota; 

2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara 

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi 

suara    dan sertifikat rekapitulasi suara; 

4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkanya; 

5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan 

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 

Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, 

putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) Dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

3. Kewajiban 

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: 

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat; 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 
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Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik 

Indonesia; 

g. Mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusanya 

kepada Bawaslu; 

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

rekapitulasi di kabupaten/kota; 

l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan 

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundang-undangan.  

D. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.
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Gambar 1.2 
Struktur Organisasi KPU Kota Sawahlunto 
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  Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-

SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 129/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-

Kot/X/2018 tentang Penetapan Divisi dan Penanggungjawab Divisi pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Periode 2018-2023, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kota Sawahlunto 

 

Nama 
Divisi Koordinator 

Wilayah Ketua Wakil 

Fadhlan 
Armey 

Keuangan, 
Umum, 
Rumah 
Tangga dan 
Logistik 

   Desy Fardila  Kota Sawahlunto 

Jasmadi 
Teknis 
Penyelenggaraan Fadhlan Armey Silungkang 

Desy Fardila 

Sosialisasi, 
Pendidikan 
Pemilih, 
Partisipasi 
Masyarakat 
dan 
SDM 

Akhaswita Talawi 

Rika Arnelia 

Perencanaan 
Data dan 
Informasi 

Jasmadi Lembah Segar 

Akhaswita 
Hukum dan 
Pengawasan Rika Arnelia Barangin 

 
 Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia  Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi    Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per-divisi dapat 
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dijabarkan sebagai berikut : 

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas 

untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, 

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 

b. Protokol dan persidangan; 

c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 

d. Pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan; 

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji 

DPRD Kabupaten/Kota; dan 

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik 

Pemilu dan Pemilihan. 

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber 

Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi 

terkait dengan kebijakan: 

a. Sosialisasi kepemiluan; 

b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 

c. Publikasi dan kehumasan; 

d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 

e. Kerja sama antar lembaga; 

f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 

g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia; 

i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 

j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia; 

k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 

l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia. 

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, 

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 
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a. Menjabarkan program dan anggaran; 

b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 

c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran; 

d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 

e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. 

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi 

terkait dengan kebijakan: 

a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 

b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; 

c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; 

d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil 

penghitungan  suara; 

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 

f. Pelaporan dana kampanye; dan 

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi 

terkait dengan kebijakan: 

a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 

b. Telaah hukum dan advokasi hukum; 

c. Dokumentasi dan publikasi hukum; 

d. Pengawasan dan pengendalian internal; 

e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan 

serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode 

Perilaku  yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. 

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kota Sawahlunto 

didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam 
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ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

E. Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut   

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, tujuan penulisan laporan, tugas dan kewajiban 

lembaga, struktur organisasi dan sistematika penulisan, yang merangkum 

penjelasan organisasi, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama 

(strategic issued) yang dihadapi organisasi. 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

Menguraikan perencanaan target kerja dan indikator pencapaian kinerja 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjabarkan capaian kinerja organisasi yang sesuai hasil pengukuran 

kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Analisis 

keberhasilan dan kegagalan atau  peningkatan dan penurunan kinerja serta 

solusi yang dilakukan. Menganalisis program dan kegiatan yang menunjang 

keberhasilan dan kegagalan. Menguraikan realisasi anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. 

BAB IV PENUTUP 

Menyimpulkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan langkah-

langkah untuk masa tahun yang akan datang untuk meningkatkan  kinerja 

bagi para pengambil kebijakan. 

LAMPIRAN 

Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA  

 
A. Sasaran Strategis 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan 

Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 15 April 2020 

tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. 

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kota Sawahlunto 

melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk mencapai tujuan 

dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu. 

1. Visi KPU 

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin 

dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam 

periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum 

periode 2020-2024 adalah :  

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional  

dan Berintegritas”. 

dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah 

sebagai berikut: 

a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, 

disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi,akuntabel. 

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, 

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan 

mendahulukan kepentingan umum. 

2. Misi Komisi Pemilihan Umum 

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dan upaya-upaya 

yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 

2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil 
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Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan 

terpercaya’’dengan uraian sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan 

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara 

Pemilu. 

b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan 

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan 

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam 

menyelenggarakan Pemilu Serentak. 

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh 

pemangku kepentingan. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi 

Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua, yakni: 

a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan 

kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;dan 

b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai oleh 

KPU Kota Sawahlunto adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam rangka 

mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka 

tujuan yang ditetapkan sebagai berikut: 

a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan 

berintegritas; 

b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, 

efisien dan efektif;dan 

c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, 
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Jujur dan Adil. 

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang 

akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : 

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi 

Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, adalah: 

a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 

b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; 

dan 

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. 

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan 

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif ”, adalah: 

a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh 

lapisan masyarakat;dan 

b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan 

Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta 

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang 

terintegrasi. 

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu 

serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah 

terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai 

penyelesaian sengketa hukum yang baik. 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi 

Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat 

dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat 

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni :  

1. Program Dukungan Manajemen; 

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.  

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, KPU Kota 

Sawahlunto melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam 

pencapaian sasaran strategis KPU, pada tahun 2022 sesuai tugas dan fungsi 

kelembagaan menetapkan sasaran kegiatan berupa : 
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1. Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas; 

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan 

standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta 

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang 

terintegrasi. 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

KPU Kota Sawahlunto telah menetapkan rencana kinerja yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2022. Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana 

kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 
Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 
 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1. 
Terwujudnya Lembaga KPU 

yang berkualitas 

 

Nilai Keterbukaan 

Informasi Publik 

 
1 

Laporan 

2 Terwujudnya koordinasi 

penyelenggaraan kepemiluan yang 

sesuai dengan standar Pelayanan 

Publik, disertai pengelolaan data dan 

informasi serta dokumentasi 

pelaksanaan Pemilu berbasis 

teknologi informasi yang terintegrasi  

 

Penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilihan sesuai 

dengan jadwal dan 

ketentuan berlaku 

 
1 

Laporan  
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

A. Pengukuran Capaian Kinerja 

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan 

suatu proses kegiatan yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari 

proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan 

demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan 

penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan 

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara 

ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja 

secara menyeluruh. Penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalui indikator 

kinerja sehingga melahirkan capaian kinerja sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1 

Pencapaian Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Capaian 

 
1. 

 
Nilai Keterbukaan Informasi Publik 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
100% 

 
2. 

 
 
 

 
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 
sesuai dengan jadwal dan ketentuan 
berlaku 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
 

100% 

 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan 

Rencana Kinerja Tahunan. 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Berikut uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto selama tahun 2022, yang pertama : 
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Tabel 3.2 
Pencapaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik  

KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

 
1. 

 
Nilai Keterbukaan Informasi Publik 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
100% 

 
Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang bersifat publik, 

artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Dalam 

keterbukaan informasi tersebut KPU Kota Sawahlunto memiliki Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimana segala produk hukum terkait 

kepemiluan diinventarisasi, didokumentasikan dan diinformasikan yang dapat 

diakses masyarakat melalui link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/ 

 

Gambar 3.1 
JDIH KPU Kota Sawahlunto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPU Kota Sawahlunto tercatat mengolah, menetapkan dan 

mendokumentasikan penyajian produk hukum sepanjang Tahun 2022 sebanyak 

https://jdih.kpu.go.id/sumbar/sawahlunto/
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23 (dua puluh tiga) Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sawahlunto yang disajikan 

atau ditetapkan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Sedangkan 

Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 

dapat dilihat dalam dua indikator :  

1. Kepuasan pemohon informasi 

2. Perolehan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang informatif 

 Pada tahun 2022 KPU Kota Sawahlunto tercatat 20 (dua puluh ) orang yang 

diproses permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut : 

 

Grafik 3.1 
Rekapitulasi Daftar Permohonan Informasi Publik  

Tahun 2022 
 

 

 
Permohonan yang masuk sebagaimana grafik di atas didasarkan pada 

permohonan tertulis yang diajukan masyarakat dengan mendatangi kantor KPU 

Kota Sawahlunto. Adapun masyarakat secara luas dapat mengakses data dan 

informasi melalui media sosial KPU Kota Sawahlunto tanpa harus mendatangi 

kantor KPU Kota Sawahlunto. Dalam proses permohonan Informasi Publik, KPU 

1

3 3 3

1

4

2 2

1

Februari Maret Mei Juni Juli Agustus SeptemberNopember Desember
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Kota Sawahlunto juga meminta penilaian terhadap layanan informasi  yang 

diberikan.  

 
Grafik 3.2 

Penilaian Pelayanan PPID KPU Kota Sawahlunto 
Tahun 2022 

 

 

 

Sepanjang tahun 2022 melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan 

memposting setiap data dan informasi yang bersifat terbuka untuk masyarakat 

luas melalui website dan media sosial resmi KPU Kota Sawahlunto berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto nomor : 

28/HK.03.1/1373/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi 

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, media sosial KPU Kota Sawahlunto terdiri 

dari: 

1. Website 

2. Facebook 

3. Twitter 

4. Instagram 

5. Youtube 

6. Tiktok 

0

3

17

Kurang Puas

Cukup Puas

Puas
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7. WA Grup Bakohumas 

KPU Kota Sawahlunto melakukan update data & informasi secara berkala dan 

bersifat kontinuitas. Berikut gambaran postingan KPU Kota Sawahlunto pada 

media sosial KPU Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2022 : 

 
Tabel 3.3 

Website dan Media Sosial Resmi  
KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 

 

No Jenis Media Detail Jumlah 

1. 

 
 
Website kota-sawahlunto@kpu.go.id 

 

Postingan 73 

View 610 

Like - 

2. 
Page Facebook : KPU Kota 
Sawahlunto 

Postingan 775 

View 57.892 

Like 3.650 

3. Twitter : @KPUSawahlunto 

Postingan 586 

View 140 

Like 1.538 

4. Instagram : kpusawahluntokota 

Postingan 803 

View 10.148 

Like 12.519 

5. 
Youtube : KPU Kota Sawahlunto 
 

Postingan 23 

View 561 

Like 123 

6. Tiktok : @kpusawahlunto 

Postingan 34 

View 
1.710 

 

Like 164 

7. WA Grup Bakohumas : 081378691939 
 Membagikan informasi atau 

infografis tahapan melalui 
status atau WA grup (Ad 

mailto:kota-sawahlunto@kpu.go.id
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No Jenis Media Detail Jumlah 

Hoc, Pers, Kepala Sekolah 
Tingkat SLTA Sederajat, 
Bakohumas) 

 Melayani pertanyaan atau 
permintaan informasi dari 
stakeholder dan  masyarakat 

 
 

Gambar 3.2 
Website dan Media Sosial 
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Selain itu KPU Kota Sawahlunto juga menginformasikan Pemilu 2024 melalui 

Program “KPU Beritahu”, dan mengadakan doorprize melalui Program 

Pemilih Berseru” setiap minggunya. 

 KPU “Beritahu” : 

Penayangan infografis Pemilu ataupun penyelenggara di seluruh akun 

media sosial KPU Kota Sawahlunto 

 
Gambar 3.3 

Program KPU Kota Sawahlunto “ Beritahu “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pemilih “Berseru” : 

Kuis Pemilu ataupun penyelenggara di akun instagram KPU Kota 

Sawahlunto yang berhadiah merchandise untuk 3 orang pemenang 

Gambar 3.4 
Program KPU Kota Sawahlunto “ Berseru “ 
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Pada Tahun 2022 KPU Kota Sawahlunto masuk dalam tingkat 3 (tiga) besar 

penilaian PPID dalam kategori Lembaga Penyelenggara KPU Kabupaten/Kota 

se-Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat 

dengan tahapan: 

1. Tahap satu (1) mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan 

lembar SAQ (soft copy) 

2. Tahap dua (2) verifikasi SAQ dengan website dan dokumen pendukung 

3. Tahap tiga (3) Visitasi 

4. Tahap empat (4) Presentasi. 

Gambar 3.5 
Kegiatan Penilaian Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat 
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Tabel 3.4 
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemilu  
Berdasarkan jadwal dan ketentuan berlaku 

KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

 
1. 

 
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 
sesuai dengan jadwal dan ketentuan 
berlaku 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
100% 

 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024, tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi : 

a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;  

b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;  

c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;  

d. Penetapan Peserta Pemilu;  

e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;  

f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 

g. masa Kampanye Pemilu;  

h. Masa Tenang;  

i. pemungutan dan penghitungan suara;  

j. penetapan hasil Pemilu; dan  

k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Selanjutnya uraian evaluasi dan analisis capaian dari sasaran kegiatan yang 

dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto yang kedua, sepanjang tahun 2022 telah 

melaksanakan tahapan Pemilu 2024 antara lain selama tahun 2022 : 
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1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu, Pelaksanaan Rencana dan 

Anggaran Pemilu 

- Pelaksanaan Kegiatan revisi renstra 2020 -2024 yang berdasarkan pada 

hasil Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor LAP-

131/SAKIP/12/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Kota Sawahlunto 

- Sepanjang tahun 2022 untuk dukungan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 

2024 telah dilaksanakan 21 kali revisi ditingkat satker KPU Kota 

Sawahlunto (POK) 

- Revisi DIPA Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan sejumlah 11 kali 

untuk dukungan tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.6 
History Revisi DIPA KPU Kota Sawahlunto 
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2. Sosialisasi Tahapan  

Dalam mensosialisasikan tahapan pemilu 2024 kepada masyarakat ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Sawahlunto antara lain : 

 
Tabel 3.5 

Kegiatan Sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024 
 

No Kegiatan Jadwal 

1. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 

Segmen Perempuan  (Senam) 

23 & 25 Desember 

2022 

2. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024  halo 

halo perekrutan PPS  

20, 21, 23 dan 25 

Desember 2022 

3. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 

pembagian rompi kepada ojek se kota 

sawahlunto 

15,19 dan 20 

Desember 2022 

 

4. Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 di 

Hari Jadi Kota sawahlunto 

1 Desember 2022 

5 Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 ke 

masyarakat yang tergabung dalam 

kelompok, perkumpulan ataupun 

komunitas tertentu (Kolam Pancing) 

15 November 2022 

 

6 Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 

mendatangi jamaah mesjid di 

Kecamatan Barangin, masyarakat yang 

sedang berbelanja di warung di 

Kecamatan Silungkang dan salah satu 

perbankan di Kecamatan Lembah 

Segar. 

16 November 2022 
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Gambar 3.7 
Kegiatan Sosialisasi untuk Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu 

Peluncuran Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) 

dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Aplikasi SIAKBA merupakan 

aplikasi dalam perekrutan anggota KPU dan Badan Adhoc yang menunjang 

KPU Kab/Kota dalam melakukan perekrutan badan Adhoc. Pada tanggal 04 

November 2022 KPU Kota Sawahlunto melakukan Rapat Pleno penetapan 

hasil dari rapat divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, 

dengan Berita Acara Nomor 59/PK.01.BA/1373/2022 tentang : 
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 Penetapan anggota Kelompok Kerja Pembentukan/Seleksi Badan 

Adhoc Pemilu 2024 

 Penetapan Pelaksanaan kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc 

Pemilu 2024 yang terdiri dari: 

a. Bimbingan teknis perekrutan badan adhoc dan pengenalan aplikasi 

SIAKBA kepada Komisioner, Sekretariat KPU Kota Sawahlunto dan 

anggota Pokja pembentukan badan adhoc Pemilu 2024 pada 

tanggal 5 November 2024 di Parai City Garden Hotel Sawahlunto. 

b. Melakukan Sosialisasi perekrutan badan adhoc Pemilu 2024 kepada 

camat, Kepala Desa/kelurahan, perwakilan tokoh masyarakat, LPM, 

Perempuan dan Keagamaan serta wartawan pada tanggal 11 

November 2022 di Aula Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kota 

Sawahlunto. 

c. Melakukan Sosialisasi perekrutan melalui media elektronik (Radio) 

tanggal 7-16 November 2022. 

d. Pembuatan selebaran, spanduk, baliho yang berisikan tentang 

mekanisme perekrutan badan adhoc. 

e. Melakukan persiapan Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024. 

Pelaksanaan tahapan Pembentukan Badan Adhoc dilaksanakan berdasarkan 

keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaran 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota : 
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Tabel 3.6 
Tahapan pembentukan Badan Adhoc PPK 

Untuk Pemilu Tahun 2024 
 
 

No Kegiatan  Jadwal  Dasar 

 
1. 

 

 
Pengumuman Pendaftaran PPK 

 
20 s/d 24 
November 

2022 
Pengumuman 

nomor : 
356/PP.04.1-
Pu/1373/2022 

tanggal 20 
November 2022 

2. 
Penerimaan Pendaftaran Calon 

Anggota PPK 

20 s/d 29  
Novmeber 

2022 

3 
Penelitian Administrasi Calon 

Anggota PPK 

21 November 
s/d 1 

Desember 
2022 

4 
Pengumuman Hasil Penelitian 
Admnitrasi calon Anggota PPK 

2 Desember 
2022 

Berita Acara 
Nomor : 

90/PK.01-
BA/1373/2022 5 

Seleksi tertulis calon Anggota 
PPK 

5 Desember 
2022 

6. 
Pengumuman Hasil Seleksi 
tertulis calon Anggota PPK 

 

8 Desember 
2022 Pengumuman 

nomor : 
397/PP.04.1-
Pu/1373/2022  7. 

Tanggapan dan masukan 
masyarakat terhadap calon 

anggota PPK 
 

2 s/d 10 
Desember  

2022  

8. Wawancara Calon Anggota PPK 
11-13 

Desember 
2022 

Pengumuman 
nomor : 

397/PP.04.1-
Pu/1373/2022 

9. 
Pengumuman Hasil Wawancara 

Seleksi Calon Anggota PPK 
14 Desember 

2022 Pengumuman 
Nomor 

411/PP.04.1-
Pu/1373/2022  

10 
Penetapan Anggota PPK 

16 Desember 
2022 



 
 

32 | L a p o r a n  K i n e r j a  K P U  K o t a  S a w a h l u n t o  T a h u n  2 0 2 2  
 

No Kegiatan  Jadwal  Dasar 

11. Pelantikan Anggota PPK - - 

 

Pelantikan dilaksanakan pada tahun 2023. Pendaftaran calon anggota 

badan adhoc (PPK) untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah 

melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA dengan rincian : 

 

Tabel 3.7 
Jumlah pendaftar untuk Badan Adhoc PPK 

untuk Pemilu Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

Dari jumlah tersebut calon anggota PPK yang lulus penelitian 

administrasi sebanyak 215 orang, dan 14 orang dinyatakan tidak lulus. 

Setelah tahapan pembentukan PPK selesai dilaksanakan selanjutnya 

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan pembentukan Pantia Pemungutan 

Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

Kecamatan  Laki –  laki Perempuan   Jumlah 

Barangin 67 70 137 

Lembah Segar 40 62 102 

Silungkang 14 41 55 

Talawi 28 44 72 

Barangin 149 217 366 
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Tabel 3.8 
Tahapan pembentukan Badan Adhoc PPS 

Untuk Pemilu Tahun 2024 

No Kegiatan  Jadwal  Dasar 

1. 
 

 
Pengumuman pendaftaran calon 

anggota PPS  
 

18 - 30 
Desember 

2022 
 

Pengumuman 
nomor : 

425/PP.04.1-
Pu/1373/2022 

2. 
Penerimaan pendaftaran calon 

Anggota PPS 

2. 
Perpanjangan Pendaftaran PPS  

 

18-30 
Desember 

2022 

Pengumuman 
nomor : 

439/PP.04.1-
Pu/1373/2022 

- 

3 
Penerimaan pendaftaran calon 

Anggota PPS 

18-30 
Desember 

2022 

3. 
Penelitian Administrasi Calon 

Anggota PPS   

18 
Desember 

s/d 2 
Januari 
2022 

  

Tahapan pembentukan Badan Adhoc PPS berlangsung pada tahun 

2022 dan tahun 2023. Tabel di atas merupakan kegiatan pembentukan 

badan Adhoc yang telah dilaksanakan pada tahun 2002.  

Gambar 3.8 
Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc  PPK dan PPS  

Pemilu Tahun 2024 
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4. Verifikasi Peserta Pemilu untuk Pemilu tahun 2024  

 
Tabel 3.9 

Kegiatan Verifikasi Peserta Pemilu untuk Pemilu tahun 2024 

 

No Kegiatan Jadwal 

1 Verifikasi Administrasi Dokumen 
Persyaratan Keanggotaan Partai Politik 
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tahun 2024 

16 Agustus  s/d 4 
September 2022 

2 Verifikasi Administrasi Dokumen 
Persyaratan Keanggotaan Partai Politik 
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tahun 2024 

5 s/d 10 September 
2022 

3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen 
Persyaratan Keanggotaan Partai Politik 
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tahun 2024 

3 s/d 11 Oktober 
2022 

4 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai 
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 

20 Oktober s/d 4 
November 2022 

5 Verifikasi Faktual Kepengurusan dan 
Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 
2024 berdasarkan Surat Dinas KPU RI 
Nomor 967/PL.01.1-SD/05/2022 perihal 
Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai 
Politik , dalam hal terdapat anggota Partai 
Politik pada saat verifikasi faktual 
keanggotaan Partai Politik pada saat 
verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik 

1 s.d 4 November 
2022 
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No Kegiatan Jadwal 

calon peserta Pemilu belum dapat 
menunjukkan KTA dikarenakan belum 
tersampaikan dari Parpol 

6 Verifikasi Administrasi Dokumen 
Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil 
Perbaikan terhadap Tindaklanjut Putusan 
Badan Pengawas Pemilu Republik 
Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan 
Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, 
Partai Republik, Partai Swara Rakyat 
Indonesia dan Partai Republiku Indonesia 

11-16 November 

2022 

 

7 Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan 
Kepengurusan dan Keanggotaan Partai 
Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 

24 November s/d 7 
Desember 2022 

 

Gambar 3.9 
Kegiatan Verifikasi Peserta Pemilu untuk Pemilu Tahun 2024 
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Kegiatan Verifikasi Administrasi dilakukan pada Aplikasi Sistim Informasi 

Partai Politik (SIPOL) yang kemudian diteruskan dengan verifikasi 

faktual kelapangan. KPU Kota Sawahlunto menuangkan hasil verifikasi 

faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon peserta 

Pemilu sebagai berikut :  

                  Tabel 3.10 
  Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual 

Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik 
 Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Sawahlunto 

 

No Nama partai Akronim Kepengurusan Keanggotaan 

1 PERINDO 
Persatuan 
Indonesia 

MS MS 

2 Partai Ummat 
Partai 

Ummat 
MS MS 

3 
Partai Solidaritas 
Indonesia 

PSI MS MS 

4 
Partai Hati Nurani 
Rakyat 

Hanura MS MS 

5 
Partai Gelombang 
Rakyat Indonesia 

Gelora 
Indonesia 

MS MS 

6 
Partai Garda 
Perubahan 
Indonesia 

Partai 
Garuda 

MS MS 

7 Partai Buruh Partai Buruh MS MS 

8 
Partai Bulan 
Bintang 

PBB MS MS 

 

5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan 

Dalam Penyusunan Rancangan Dearah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 

Tahun 2024 KPU Kota Sawahlunto mengeluarkan : 
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Gambar 3.10 
Pengumuman Rancangan Dapil 

Untuk Pemilu 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan Uji Publik yang pertama dengan 

Pemerintah Derah dan Bawaslu berdasarkan surat undangan Nomor 

385/PL.01.1-Und/1373/2022 pada tanggal 9 Desember 2022. Pada 

kegiatan Uji Publik ini disampaikan pembahasan terkait prinsip - prinsip 

penataan dapil serta meminta masukan dan tanggapan dari para 

peserta rapat. Kegiatan Uji Publik kedua dengan Tokoh Masyarakat, 

Akademisi dan Partai Politik sesuai dengan surat undangan Nomor 

394/PL.01.1-Und/1373/2022 pada tanggal 14 Desember 2022  

Gambar 3.11 
Kegiatan Uji Publik Rancangan Dapil 

Untuk Pemilu 2024 
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Pada kegiatan Uji Publik ini disampaikan pembahasan terkait 

prinsip-prinsip penataan dapil serta meminta masukan dan tanggapan 

dari para peserta rapat. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan  

Konsultasi ke KPU RI berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat 

tanggal 15 s/d 17 Desember 2022 terkait Uji Publik Rancangan 

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota. KPU Kota Sawahlunto melakukan Penataan Dapil 

dan Alokasi Kursi dengan mengusulkan 2 rancangan.  

 
Tabel 3.11 

Rancangan Dapil untuk Pemilu Tahun 2024 
KPU Kota Sawahlunto 

 

Rancangan 
Dapil Tahun 

2024 

Barangin Talawi Lembah 
Segar 

Silungkang 

Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 

Pertama 6 Kursi 6 Kursi 8 Kursi 

Kedua 6 Kursi 6 Kursi 4 Kursi 4 Kursi 

 

6. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 

a. Posko Layanan Saran dan Masukan terhadap DPB 

KPU Kota Sawahlunto membuka posko layanan saran dan masukan 
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masyarakat bertempat di  kantor KPU Kota Sawahlunto dan melakukan 

penerimaan pada jam kerja 

b. Sosialisasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 

KPU Kota sawahlunto secara kontinuitas melaksanakan sosialisasi 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada masyarakat/ 

stakeholder sepanjang Tahun 2022, sebagai berikut : 

1) Media Sosial/ Selebaran/ Spanduk 

 
Gambar 3.12 

                 Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 | L a p o r a n  K i n e r j a  K P U  K o t a  S a w a h l u n t o  T a h u n  2 0 2 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Partai Politik 

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan selebaran sosialisasi 

Pemutakhiran Data Pemilih setiap bulannya yang dilengkapi 

dengan formulir penerimaan saran dan masukan dengan harapan 

partai politik dapat memberikan saran dan masukan dari simpatisan 

partainya yang mengalami perubahan data, perpindahan domisili, 

perubahan status dan sebagainya. Namun sepanjang tahun 2022 

tercatat KPU Kota Sawahlunto tidak menerima masukan dan saran 

dari partai politik. 

3) Instansi dan Lembaga 

KPU Kota Sawahlunto menyampaikan sosialisasi/ permohonon 

kerjasama dengan beberapa instansi yang secara tidak langsung 

bertanggungjawab dalam memutakhirkan data sesuai dengan 

tugas dan kewenangan instansi/lembaga diantaranya : 

a. Disdukcapil Kota Sawahlunto 

Untuk menjaga kevalidan data pemilih melakukan koordinasi 

dan kerjasama dengan Disdukcapil Kota Sawahlunto 

b. Dinas Pendidikan 

KPU Kota Sawahlunto dalam melakukan pendataan terhadap 

pemilih pemula melakukan kerjasama dengan Dinas 

Pendidikan Wilayah V, berdasarkan surat KPU Kota 
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Sawahlunto Nomor 29/PL.01.2/1373/2022 tanggal 8 Februari 

2022 perihal Kerjasama pelaksanaan DPB dan Dinas 

Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat melalui Surat 

Nomor 004/0350/Cabdin- Wil.V/2022 yang memberikan 

rekomendasi pelaksanaan tugas  pendataan pemilih pemula 

ke SLTA/ sederajat di Kota Sawahlunto. KPU Kota 

Sawahlunto melaksanakan kerjasama/ sosialisasi ke 

SLTA/sederajat di Kota Sawahlunto. melalui Surat Nomor 

41/PL.01.2/1373/2022 dan 47/PL.01.2/1373/2022 perihal 

Kerjasama Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 

berkelanjutan. Tercatat SMKN 2 Kota Sawahlunto menolak 

penyerahan data dengan argumentasi kerahasian data 

siswa. 

c. Desa/Kelurahan 

KPU Kota Sawahlunto secara intens melakukan koordinasi 

dengan Desa/Kelurahan untuk pemutakhiran dan validasi 

data pemilih.  

d. Kementerian Agama, Pengadilan Agama Kota Sawahlunto, 

Camat se-Kota Sawahlunto KPU Kota sawahlunto  

Melakukan kerjasama dan sosialisasi DPB ke Kemenag, 

Pengadilan Agama dan Kecamatan se-Kota Sawahlunto 

melalui Surat Nomor 22/PL.01.2-SD/1373/2022, 23/PL.01.2-

SD/1373/2022, 25/PL.01.2-SD/1373/2022 tanggal 2 

Pelaksanaan DPB dengan Pengadilan Agama, menyanggupi 

pemberian data warga Kota Sawahlunto yang melakukan 

pengurusan izin dispensasi nikah melalui suratnya nomor 

W3-A/134/HM.01.01/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 Perihal 

Data Pengajuan Dispensasi Nikah Tahun 2021. terhadap 

data yang diterima KPU Kota Sawahlunto melakukan 

pengecekan di daftar pemilih, dan melakukan penginputan 

bilamana belum terdaftar di Daftar Pemilih. 
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Rapat Koordinasi Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan 

(PDPB) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 antara lain :  

1. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU 

Kab/Kota se-Sumatera Barat melalui Undangan Nomor 

45/PL.02.1/13/2022 tanggal 15 Februari 2022 terkait Persiapan 

Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari Tahun 2022  

2. Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Kab/Kota se- 

Sumatera Barat terkait Migrasi DB yang telah dilakukan dan Proses 

Migrasi Aplikasi Lokal dengan versi 1.7.1 yang dilaksanakan secara 

daring pada tanggal 4 Maret 2022 

3. Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Kab/Kota se- 

Sumatera Barat melalui Undangan Nomor 67/PL.02.1/13/2022 

tanggal 22 Maret 2022 terkait Persiapan Penetapan Daftar Pemilih 

Berkelanjutan Bulan Maret Tahun 2022  

4. Uji Publik Terhadap Rancangan Peraturan KPU Tentang 

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara live 

streaming oleh KPU RI 

5. Rapat Tindak Lanjut Hasil Koordinasi DPB-Data Siak yang 

dilaksanakan oleh KPU RI melalui undangan nomor 

370/TIK.04/14/2022 tanggal 8 April 2022 yang diikuti oleh KPU 

Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Indonesia  

6. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang 

diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui 

Undangan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 85/PL.02.1-

Und/13/2022 tanggal 20 April 2022.  

7. Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 

dan Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang 

diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat 

tanggal 20 Mei 2022 melalui Undangan Nomor 106/PL.02.1- 

Und/13/2022 tanggal 18 Mei 2022 
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8. Rapat Kerja Sinkronisasi Data Hasil Pemadanan Data Pemilih 

Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 dengan Data Kependudukan 

Kemendagri yang diselengarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat 

pada melalui undangan Nomor 172/TIK.03.2/13/VI/2022 tanggal 16 

Juni 2022 

9. Rapat Kerja Evaluasi Tindak Lanjut SE KPU Nomor 17 Tahun 2022 

yang diselengarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari 

Senin 27 Juni 2022 pukul 13.30 WIB secara daring melalui undangan 

Nomor 151/PL.02.1-SD/13/2022 tanggal 24 Juni 2022  

10. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU 

Kab/Kota se-Sumatera Barat melalui Undangan Nomor 208/TIK.04-

Und/13/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Tindak Lanjut Hasil 

Pemadanan DPB secara daring pada tanggal 4 Agustus 2022 

11. Rapat Kerja dengan KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis 

11 Agustus 2022 secara daring melalui undangan Nomor 

214/PL.01-Und/13/2022 tanggal 10 Agustus 2022 

12. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU 

Kab/Kota se-Sumatera Barat melalui Undangan Nomor 245/PL.01-

Und/13/2022 tanggal 1 September 2022 terkait Persiapan 

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Tahun 

2022  

13. Rapat Kerja KPU Provinsi dengan KPU Kab/Kota terkait Sinkronisasi 

Pemadanan Data Pemilih Sumatera Barat Sesuai SE 17 Tahun 2022 

yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 secara daring. 

14. Rapat Koordinasi DPB-Data Siak yang dilaksanakan oleh KPU RI 

pada hari 22 s.d 24 September 2022 bertempat di Hotel Santika 

Premiere Dyandra Hotel dan Convention, Padang melalui undangan 

nomor 825/PL.01- Und/14/2022 tanggal 19 September 2022  

Selain itu KPU Kota Sawahlunto juga melaksanakan Rapat Koordinasi 

dengan stakeholder per-triwulan di tahun 2022, menjelaskan progres 

pergerakan data pemilih, perolehan data perubahan pemilih serta 
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penerimaan saran dan tanggapan dari stakeholder terkait Daftar Pemilih. 

 
Gambar 3.13 

Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 
Tahun 2022 
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1. Triwulan 1 berdasarkan surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 

61/PL.01.2-Und/1373/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan 62/Pl.01.2-

Und/1373/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal undangan Rapat 

Koordinasi 

2. Triwulan 2 berdasarkan surat KPU Kota Sawahlunto Nomor 

117/PL.01.2-Und/1373/2022 dan 118/ PL.01.2-Und/1373/2022 

tanggal tanggal 23 Juni 2022 tentang Rapat Koordinasi Pemutakhiran 

Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2022 

3. Triwulan 3 berdasarkan surat  KPU Kota Sawahlunto Nomor 

175/PL.01.2-Und/1373/2022 dan 176/PL.01.2-Und/1373/IX/2022 

tanggal 23 September 2022 tentang Rapat Koordinasi Pemutakhiran 

Data Pemilih Berkelanjutan  (PDPB) Triwulan III Tahun 2022 

 
Grafik 3.3 

Pergerakan Perbaikan Data Pemilih PDPB Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 | L a p o r a n  K i n e r j a  K P U  K o t a  S a w a h l u n t o  T a h u n  2 0 2 2  
 

7. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 

a) Proses Lelang Barang Milik Negara dan Eks Logistik Pemilu dan 

Pemilihan yang tersimpan di Gudang Logistik KPU sepanjang tahun 2022 

dalam rangka kesiapan gudang logistik untuk Pemilu Tahun 2024 yaitu: 

(1) 1 (satu) Paket BMN Habis Pakai eks Pemilu Tahun 2019 berupa Bilik 

Suara Berbahan Kardus, dan eks Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berupa Surat Suara 

dan Kotak Suara Berbahan Kardus pada tanggal 26 Januari 2022 

dengan Risalah Lelang No. 36/08/2022; 

(2) 1 (Satu) paket Barang Inventaris Kantor yang terdiri dari Peralatan dan 

Mesin dari berbagai merk dan jenis sebanyak 12 (dua belas) unit 

dengan kondisi rusak berat pada tanggal 26 Januari 2022 dengan 

Risalah Lelang No. 35/08/2022, dan lelang ulang dikarenakan pembeli 

wanprestasi pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Risalah Lelang No. 

249/08/2022; 

(3) 1 (satu) Paket BMN Habis Pakai Perolehan Tahun 2004 dan 2009 

berupa Bilik Suara Berbahan Alumunium pada tanggal 23 Februari 

2022 dengan Risalah Lelang No. 76/08/2022; dan 

(4) 1 (Satu) paket Barang Inventaris Kantor yang terdiri dari Peralatan dan 

Mesin dari berbagai merk dan jenis sebanyak 108 (seratus delapan) 

unit dengan kondisi rusak berat pada tanggal 8 November 2022 

dengan Risalah Lelang No. 423/08/2022; 

b) Telah dilakukan penataan dan Pembersihan isi Gudang Logistik KPU Kota 

Sawahlunto pada tanggal 14 September 2022, dalam rangka persiapan 

tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024; 

c) Terkait data awal kebutuhan logistik telah dilakukan penghitungan awal 

pada tanggal 3 September 2021 berdasarkan Instruksi Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tindak 

Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk 

Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 

2024, dan dimutakhirkan kembali pada 26 September 2022 berdasarkan 
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Surat Dinas KPU No. 725/PP.08.1-SD/06/2022 tanggal 21 September 

2022 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik 

Pemilu Serentak Tahun 2024. 

Tahapan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 oleh KPU kota 

Sawahlunto sudah dilaksankan dengan jadwal dan tahapan peraturan -

peraturan yang mengaturnya dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu KPU 

kota Sawahlunto bahwasanya KPU Kota Sawahlunto telah melanggar dari 

tahapan yang telah ditetapkan. 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, KPU 

Kota Sawahlunto didukung pagu anggaran sebesar Rp. 4.140.798.000,- yang 

bersumber dari APBN. Dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi 

keuangan sebesar Rp 4,109,721,384,- dengan persentase realisasi 99,25%. 
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LAMPIRAN 

 
Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2022 

 
 

No Sasaran Kegiatan Indikator 
Kinerja 

Target 

1. 
Terwujudnya Lembaga KPU 

yang berkualitas 

 

Nilai Keterbukaan 

Informasi Publik 

 
1 

Laporan 

2 Terwujudnya koordinasi 

penyelenggaraan kepemiluan yang 

sesuai dengan standar Pelayanan 

Publik, disertai pengelolaan data dan 

informasi serta dokumentasi 

pelaksanaan Pemilu berbasis 

teknologi informasi yang terintegrasi  

 

Penyelenggaraan 

Pemilu/Pemilihan sesuai 

dengan jadwal dan 

ketentuan berlaku 

 
1 

Laporan  

 


